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ABSTRAK 

Swedia memberikan perhatian terhadap kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri 

feminis Swedia. Swedia sebagai negara feminis pertama memiliki tujuan untuk 

menyebarkan nilai-nilai dan ideologi feminis demi menciptakan perdamaian dan keadilan 

dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai upaya 

Swedia dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis 

Swedia tahun 2014-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan 

kualitatif-deskriptif dengan sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan ialah melalui studi pustaka yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, berita serta 

website dan dokumen resmi pemerintah Swedia. Penelitian ini dikaji menggunakan konsep 

kebijakan luar negeri feminis Swedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Swedia telah 

secara aktif melakukan promosi terhadap kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri 

feminis. Promosi yang dilakukan oleh Swedia dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti 

melakukan kerjasama secara bilateral, multilateral, regional dan dengan organisasi-

organisasi, menjadi negara pendonor terhadap kemajuan kesetaraan gender, serta melakukan 

kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan 

di segala bidang. 

Kata Kunci: Swedia, Kesetaraan Gender, Kebijakan Luar Negeri Feminis, Feminisme 

        Indralaya, 22 Agustus 2022  
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ABSTRACT 

Sweden pays attention to gender equality through its Sweden’s feminist foreign policy. 

Sweden as the first feminist country has a goal to spread feminist values and ideology in 

order to create global peace and justice. This research aims to answer and provide 

explanation of Sweden’s efforts to promote gender equality through Sweden’s feminist 

foreign policy in 2014-2019. The research method used is qualitative-descriptive with 

secondary data as a source of data. The data collection technique used is through the study 

of relevant literature such as scientific journals, books, news and websites, and official 

Swedish government documents. This research is examined using the concept of Sweden’s 

feminist foreign policy. The results showed that Sweden has been actively promoting gender 

equality through feminist foreign policy. This promotion is carried out with various 

approaches such as collaborating bilaterally, multilaterally, regionally, and with 

organizations, becoming a donor country for the advancement of gender equality, and 

conducting campaigns to increase public awareness about the importance of women's roles 

in all fields. 

Keywords: Sweden, Gender Equality, Feminist Foreign Policy, Feminism 
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BAB I  

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, meskipun dunia telah memasuki era globalisasi, masih terdapat berbagai 

bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai belahan dunia. Isu perjuangan 

feminisme untuk hak-hak perempuan di berbagai bidang mulai berkembang ratusan tahun 

yang lalu, tepatnya sejak akhir abad ke-18. Namun, meski sudah berkembang sejak lama, 

dan muncul berbagai gerakan untuk menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, 

nyatanya kemajuan menuju pencapaian kesetaraan gender secara global masih sangat lambat 

(Reader, 2012). Bahkan Menurut World Economic Forum’s Global Gender Gap Report 2018, 

akan memakan waktu 107 tahun lagi untuk menutup kesenjangan gender di bidang politik 

dan butuh 202 tahun untuk mengisi mengisi kesenjangan gender di bidang ekonomi (Lofven, 

2019). 

Terlepas dari langkah-langkah nasional dan internasional yang substansial yang telah 

diambil terhadap kesetaraan gender, permasalahan ketidaksetaraan gender masih menjadi 

permasalahan global. Hanya empat dari 135 negara yang telah mencapai kesetaraan gender 

termasuk Kosta Rika, Kuba, Swedia, dan Norwegia. Yaman merupakan negara dengan 

tingkat kesetaraan paling rendah di semua dimensi seperti akses pada pendidikan dasar, 

kesehatan dan harapan hidup, kesetaraan peluang ekonomi, dan pemberdayaan politik. 

Meskipun terdapat kemajuan yang nyata, banyak isu yang mengkhawatirkan mengenai 

diskriminasi gender masih beredar dewasa ini (Kamrany & Robinson, 2012). 

 Isu ketidaksetaraan gender tentunya meliputi diskriminasi di berbagai bidang. Salah 

satunya di bidang politik. Meski jumlah perempuan sudah mencapai 50% dari populasi dunia, 
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namun data dari Inter-Parlementer Union (IPU) mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, 

kurang dari 10% pemimpin dunia adalah perempuan dan hanya 20,7% dari menteri 

pemerintahan yang merupakan perempuan (Inter-Parliamentary Union & UN Women, 2019). 

Selain itu tingkat representasi wanita dalam parlemen nasional secara bertahap meningkat 

selama dua dekade terakhir dari 11,8% pada tahun 1998 menjadi 17,8% pada tahun 2008 

menjadi 23,5% pada tahun 2018. Beberapa kawasan mengalami peningkatan yang dramatis, 

seperti Afrika sub-Sahara, di mana dalam 20 tahun terakhir jumlah wanita di parlemen 

meningkat dari 11 menjadi 23,6% dan negara-negara Arab, yang mengalami kenaikan dari 

3,1 hingga 17,5%. Akan tetapi representasi global secara keseluruhan masih jauh di bawah 

standar 30 persen yang sering diidentifikasi sebagai tingkat representasi yang diperlukan 

untuk mencapai "critical mass".  (Pepera, 2018). 

Di bidang ekonomi diskriminasi terhadap perempuan juga masih marak terjadi, bahkan 

di negara-negara besar dan maju. Pada tahun 2019, 53 negara tidak memiliki hukum yang 

melindungi wanita dari pelecehan seksual di tempat kerja. Kurangnya perlindungan hukum 

ini diperparah oleh fakta bahwa beberapa negara memiliki hukum ketenagakerjaan yang 

diskriminatif yang membatasi partisipasi wanita dalam dunia kerja (The World Bank Group, 

2019). Laporan Bank dunia 2018 mendapati bahwa 104 negara memiliki hukum yang 

mencegah wanita bekerja dalam pekerjaan tertentu. (The World Bank Group, 2018). 

Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan terjadi baik di 

pekerjaan formal dan pekerjaan informal. Pekerjaan informal seperti pekerjaan domestik, 

pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan dalam bisnis keluarga, lebih cenderung mendapati 

diri mereka dalam situasi yang rentan (International Labour Organization, 2018). Pada tahun 

2018, itulah yang terjadi di lebih dari 90% negara-negara sub-Sahara Afrika, 89% dari 

negara-negara Asia Selatan, dan 75% dari negara-negara Amerika Latin (International 

Labour Organization, 2019). Di Asia bagian selatan dan Afrika sub-Sahara, 60% wanita 
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pekerja bekerja di bidang pertanian, di mana mereka sering berpartisipasi dalam kegiatan 

waktu dan padat tenaga kerja sementara menerima sedikit pembayaran (International Labour 

Organization, 2016). 

Pada sektor pekerjaan formal, perempuan juga mendapatkan diskriminasi seperti 

stereotip jenis kelamin dan norma-norma budaya yang sering kali membatasi perempuan 

sehingga perempuan cenderung mendapatkan jabatan yang lebih rendah dan dibayar lebih 

rendah daripada yang ditawarkan kepada laki-laki (United Nations Population Fund, 2017). 

Pendapatan perempuan rata-rata 23% lebih kecil dari pendapatan pria, bahkan ketika kedua 

perempuan dan laki-laki melakukan pekerjaan yang sama (World Economic Forum, 2015). 

Kesenjangan ini juga meluas ke negara-negara maju, di mana perempuan kurang diwakili 

dalam beberapa bidang seperti pembelajaran dan pengenalan mesin, yang cenderung 

mendorong kemajuan masa depan dalam teknologi dan ekonomi yang lebih luas (Birajja, 

2019).  

Selain permasalahan ketidaksetaraan di bidang politik dan ekonomi, kekerasan 

berbasis gender atau Gender Based-Violence (GBV) masih menjadi salah satu permasalahan 

utama dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kekerasan berbasis gender (GBV) adalah 

kekerasan yang ditujukan kepada seseorang yang didasarkan atas jenis kelamin, identitas 

gender, atau yang dianggap berpaut pada norma-norma kemaskulinan dan feminim yang 

dianut masyarakat. Hal itu mencakup penganiayaan fisik, seksual, dan psikologis seperti 

ancaman, pemaksaan, perampasan kebebasan, dan perampasan ekonomi (USAID, 2015).  

GBV dan praktek-praktek yang berbahaya lainnya disebabkan oleh 

ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang digerakkan oleh banyak 

faktor, termasuk norma-norma sosial dan budaya, penerimaan sosial terhadap praktek yang 

berbahaya, dan kurangnya perlindungan hukum (Ramsey, 2019). GBV juga menghambat 
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partisipasi perempuan dalam masyarakat, yang kemudian memperpanjang ketimpangan. 

(Mukanangana, Moyo, Zvoushe, & Rusinga, 2014) 

Secara global, 58% dari semua pembunuhan terhadap wanita dilakukan oleh pasangan 

atau anggota keluarga. Ini berarti 137 wanita di seluruh dunia dibunuh oleh anggota 

keluarganya sendiri setiap hari. Lebih dari sepertiga wanita yang sengaja dibunuh oleh 

pasangan atau mantan pasangan mereka (UNODC, 2018). Secara global, diperkirakan 

bahwa 35% wanita telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh seseorang yang 

bukan pasangan mereka. Sementara GBV melukai telah anak perempuan, wanita, dan 

minoritas seksual terlebih dahulu, GBV juga memiliki efek berantai terhadap keluarga dan 

masyarakat, secara sosial dan ekonomi. Di beberapa negara, seperti Bangladesh dan Vietnam, 

biaya ekonomi kekerasan oleh pasangan intim jauh melebihi pengeluaran pemerintah untuk 

pendidikan dasar (Duvvry, Callan, Carney, & Raghavendra., 2013). Banyak perjanjian 

internasional yang mendukung hak perempuan untuk hidup bebas dari GBV dan praktek-

praktek yang berbahaya, tetapi tingkat kekerasan dan praktek yang berbahaya tetap sangat 

tinggi (Ramsey, 2019). 

Negara-negara di dunia tentunya sedang berjuang untuk terus memerangi 

ketidaksetaraan gender. Salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa negara adalah 

dengan mempromosikan terhadap kesetaraan gender. Upaya untuk melakukan promosi 

terhadap kesetaraan gender bertujuan untuk meningkatkan kesadaran baik masyarakat 

maupun pemerintah akan pentingnya kesetaraan gender. Misalnya saja di bidang politik. 

Suara dan partisipasi perempuan merupakan isu yang harus ditangani oleh pemerintah, agar 

tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam merumuskan aturan dan kebijakan. 

Penyesuaian representasi yang tidak adil selama ini akan sangat membantu untuk 

memperbaiki ketidaksetaraan gender global. Tanpa representasi suara wanita dalam 
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pembuatan kebijakan dan lembaga, keputusan sering kali lebih menguntungkan bagi pria 

dan karena itu tidak efisien bagi bangsa secara keseluruhan (Kamrany & Robinson, 2012). 

Selain itu kesadaran masyarakat dan pemerintah baik nasional maupun internasional 

akan pentingnya kesetaraan gender dapat memacu pemerintah untuk mengatasi berbagai 

permasalahan. Seperti diskriminasi terhadap perempuan, anak perempuan maupun 

kelompok minoritas, mengatasi permasalahan kekerasan berbasis gender, menciptakan 

kesetaraan dan pemberdayaan di bidang ekonomi, serta pemenuhan atas hak asasi manusia 

yang dapat dinikmati oleh seluruh orang di dunia.  

 Salah satu negara yang sangat gencar dalam mempromosikan kesetaraan gender 

adalah Swedia. Swedia dikenal sebagai negara feminis pertama di dunia. Swedia adalah 

negara Skandinavia dengan populasi sekitar 9,5 juta. Ibu kota Swedia adalah Stockholm. 

Menurut data dari World Bank tahun 2014 Swedia merupakan salah satu negara maju dengan 

tingkat pengangguran yang sangat rendah di dunia yaitu sebesar 5,52% dan 

perekonomiannya sangat kuat. Selain itu, angka harapan hidup di negara ini juga sangat 

tinggi, mencapai 80 tahun untuk pria dan 84 tahun untuk wanita (BBC, 2018).  

Swedia telah lama menghargai nilai kesetaraan gender, bahkan puluhan tahun lalu, 

sebelum banyak negara mulai menyadari pentingnya kesetaraan gender. Sejak awal tahun 

70-an, kesetaraan gender telah diakui sebagai area kebijakan terpisah di Swedia. Sejak itu 

Swedia telah menunjukkan hasil yang jelas dalam hal tingkat pekerjaan dan pertumbuhan 

yang tinggi. Perkembangan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Kemajuan ini muncul sebagai 

hasil dari dialog politik, kerja keras dari masyarakat sipil yang kuat dan gerakan perempuan. 

Terlepas dari sejumlah prestasi penting yang dicapai terhadap kesetaraan gender, tantangan 

tetap ada dan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk pemerintahan feminis. 

(Ministry of Employment, 2019) 
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Pemerintah Swedia berkomitmen untuk terus meningkatkan tingkat kesetaraan gender 

di negaranya dengan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan sama di 

semua lapisan masyarakat. Pemerintah Swedia bahkan memiliki pasal mengenai kesetaraan 

gender sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan kesetaraan gender. yaitu 

pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 13 dalam konstitusi Swedia, sebagai berikut:  

“The public institutions shall promote the opportunity for all to attain participation 

and equality in society and for the rights of the child to be safeguarded. The public 

institutions shall combat discrimination of persons on grounds of gender, color, national or 

ethnic origin, linguistic or religious affiliation, functional disability, sexual orientation, age 

or other circumstance affecting the individual.” (Pasal 1 ayat 2)  

“No act of law or other provision may imply the unfavorable treatment of anyone on 

grounds of gender, unless the provision forms part of efforts to promote equality between 

men and women or relates to compulsory military service or other equivalent official duties.” 

(Pasal 2 ayat 13)  

Terlihat jelas dari pasal sebelumnya bahwa Konstitusi Swedia sendiri tidak 

menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat partisipasi tertentu dalam 

pemilihan umum dan bidang akademik. Oleh karena itu, dengan bertambahnya jumlah 

organisasi perempuan dan isu partisipasi perempuan di ruang publik, proporsi partisipasi 

perempuan Swedia dalam politik secara bertahap meningkat. Meskipun pada tahun 1971, 

jumlah perempuan di parlemen masih 14%, namun sejak pemilihan umum 1994, proporsi 

keterwakilan perempuan di parlemen telah mencapai 40%. Sejak itu, proporsi perempuan 

tidak pernah turun di bawah 40 secara keseluruhan. Perempuan menyumbang 41% dari 

parlemen pada tahun 1994, 43% pada tahun 1998, 45% pada tahun 2002, 47,3% pada tahun 

2006, 45% pada tahun 2010, dan 44% pada tahun 2014. Angka tertinggi tercatat pada pemilu 

2006, di mana mencapai 47,3% perempuan yang terpilih untuk kursi parlemen (Lenita, 2014). 
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Selain itu menurut Gender Equality Index 2019, Swedia menempati peringkat pertama 

di Uni Eropa dalam hal kesetaraan gender dengan nilai 86,3 dari 100 poin. Skor tertinggi 

Swedia terdapat dalam domain kesehatan (94,7 poin) dan waktu (90,1 poin). Ketidaksetaraan 

gender paling menonjol dalam domain pengetahuan (73,8 poin). Antara 2005 dan 2017, 

skornya meningkat di semua domain. Peningkatan terbesar ada di domain daya (+ 9,3 poin) 

dan pengetahuan (+ 5,7 poin). Kemajuan Swedia paling lambat dalam domain waktu (+ 0,5 

poin) dan uang (+ 2,7 poin). Selama tahun 2005-2017 Gender Equality Index Swedia terus 

meningkat bahkan lebih tinggi dibanding indeks Uni Eropa yang mana hal ini menjadikan 

Swedia menjadi salah satu role model dalam hal kesetaraan gender (EIGE, 2019) 

Pada tahun 2014, dibawah pemerintahan baru yaitu Partai Sosial Demokrat, Swedia 

mendeklarasikan dirinya sebagai negara feminis pertama di dunia. Stefan Löfvén 

mengumumkan pada 3 Oktober 2014 bahwa pemerintah akan menangani kesetaraan gender 

di sektor industri dan menyetujui kuota gender di lapangan untuk memastikan bahwa 

perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di dunia kerja (Lenita, 2014). Kuota 

yang diumumkan adalah antara 40-60% wanita yang berpartisipasi dalam perusahaan.  

Margot Wallstorm, yang mengambil alih masa jabatan baru pada 2014, terpilih sebagai 

Menteri Luar Negeri Swedia. Sejak Wallstorm terpilih sebagai Menteri Luar Negeri baru 

pada Oktober 2014, ia telah meluncurkan Kebijakan Luar Negeri Feminis untuk pertama 

kalinya di dunia (Ministry for Foreign Affair, 2014). Maksudnya bahwa kesetaraan gender 

adalah pusat prioritas pemerintah dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. 

Swedia memastikan bahwa perspektif kesetaraan gender dibawa ke dalam pembuatan 

kebijakan secara luas, baik secara nasional maupun internasional. Wanita dan pria harus 

memiliki kekuatan yang sama untuk membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri. 

Ini adalah hak manusia dan masalah demokrasi dan keadilan (Government Office of Sweden, 

2015).  
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Semenjak itu, Swedia telah mengambil langkah radikal untuk mencapai kesetaraan 

gender. Pada pemerintahan sebelumnya, meskipun Swedia telah lama memperhatikan 

kesetaraan gender, baru pada pemerintahan Wallstrom akhirnya Swedia benar-benar 

mengambil langkah tegas untuk mencapai kesetaraan gender di dunia. Hal ini karena Swedia 

percaya bahwa meskipun hak-hak perempuan telah sangat ditingkatkan, nyatanya banyak 

perempuan masih menghadapi diskriminasi di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemerintah 

Swedia melalui Kementerian Luar Negeri menekankan bahwa perspektif gender harus 

dimasukkan ke dalam semua bidang kebijakan luar negeri Swedia (Ministry for Foreign 

Affair, 2014). Selain itu, Swedia juga berharap melalui kebijakan luar negeri feminis ini, 

Swedia mampu untuk mempromosikan isu mengenai kesetaraan gender agar menjadi isu 

yang bisa dibahas lebih serius agar terciptanya kesetaraan gender dan perwujudan penuh hak 

asasi semua perempuan dan laki-laki di seluruh dunia. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis 

dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: Apa Upaya Swedia dalam mempromosikan 

kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis Swedia tahun 2014-2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Objektif 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan penjelasan mengenai upaya 

Swedia dalam mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan luar negeri feminis 

Swedia tahun 2014-2019. 
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1.3.2 Tujuan Subjektif 

1. Untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh, sehingga dapat memberikan faedah 

bagi peneliti sendiri dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

perkembangan khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan internasional. 

2. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas 

Sriwijaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan manfaat dalam 

menambah wawasan bagi mahasiswa Hubungan Internasional dan penelitian ini diharapkan 

juga menjadi bahan referensi bagi penstudi yang ingin melakukan penelitian dengan topik 

yang sama dengan penelitian ini. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi penulis 

Dapat meningkatkan pengetahuan dalam memahami kebijakan Luar Negeri Feminis 

Swedia dalam menciptakan kesetaraan gender baik dalam tingkat nasional maupun 

internasional 

Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru kepada 

masyarakat mengenai konsep kesetaraan gender dan kebijakan luar negeri feminis 

Swedia. 

Bagi Pemerintah 
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam mengevaluasi, memperbaiki permasalahan kesetaraan gender di Indonesia. 
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